
KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM
(Telaah atas Pemikiran Hukum KH. MA Sahal Mahfudz)

Mrftahul Hutla'

Abskak eksistensi ltukum lslant senantiasa salih di

segala zannn dnn kautasan. Hal ini ntennng

nrerupakan salah satu karakter hukunt lslam yang

banyak nrendapot sorotan, mengingst asumsi ltukum

lslant sebagai sesuatu yang idenl dan dalant beberapa

lnl sangat sulit tliterjennhkan dan dipraktekkan

Llalant konteks sosial. Untuk nunrccaltkan problenr

hukum lslanr tli atas, tlalam konteks lnLlonesia,

lahirlah pentikiran tokoh Salal Mahfuilz yang

berusaha nrcnjenfuatani relasi antara lukunt lslanr

yang ideal dan problent sosial kekinian yang praktis.

Ia nunrunanlkan apa yang dinannkan fqh sosial

yang penoujuLlan hukum lslam dnlam relung-relung
problem sosial nnsyarakat tlan nunjadikan solusi

yang fleksibel. Ijtihad Sahal Mahfitdz ini pada

dasaranrla aLlalah nelakukan kontekstualisasi ln tkunt

lslau, agar hukum lslam benar-benar hidup dan

silih li kulli zanfin wa nnkin.

PENDAHULUAN

Pemikiran Islam di Indonesia dalam seperempat abad
terakhir, telah mengalami kemajuan yang berarti melalui
pengkayaan tema yang ditampilkannya.Tema itu tidak lagi
berputar pada mata rantai teosentrik dan bersifat politis
ideologis semata, melainkan telah memasuki ruang yang

' Penulis .dal.h Doocn Syerfah STAIN Ponorogo.

Kata Kunci: qa!'iy, daldlah, prostitusi, al-
qaw6'id al-fiqhiyya[ istinbd! hukum.
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bersif,at kultural, teologis, antroposentrik dan filosofis
sosiologis, di saat pemikiran itu hadir.

Kecenderungan ini tentu saia merupakan fase baru
yang membedakannya dengan puluhan tahun sebelumnya
yang memiliki kecenderungan kuat menjadikan Islam sebagai
perjuangan politik ideologis di negeri ini, yang kemudian
memaksa Islam harus dihadapkan dengan negara dan
dengan ideologi lain seperti nasionalisme dan sosialisme.

Bagi organisasi keagamaan seperti NU misalnya, yang
oleh Mitsuo Nakamura pernah diberi label tradisional radikal
pada dekade 7Lan, pemikiran keagamaan dengan
pendekatan baru terbut tentu saia relatif barul. Yang menarik
adalah bahwa dinamika tersebut berjalan tanpa harus teriadi
benturan-benturan, baik dengan tradisi maupun dengan
sistem kultur yang mmgitarinya. Bukan hanya itu, uniknya
pembaharuan ternyata menyimpang dari arus utama
pembaharuan hukum Islam di tanah air. Dengan kata lain
ada arus baru yang secara diamdiam bergerak di bawah arus
utama yang kini sedang mencari &ntuk baru, dan uniknya
kedua arus ini bisa berjalan seiring dalam ruangnya masing-
masing tanpa harus saling mengintervensi satu sama lain.
Dalam konteks seperti inilah wacana baru pemikiran fiqh NU
menemukan visi, wawasan dan relevansinya.

Munculnya kecenderungan pemikiran fiqh yang
bernuansa baru tersebut dalam tradisi keilmuan NU, kiranya
menarik untuk dikaji. Dalam kerangka ini percikan pemikiran
KH. MA Sahal Mahfudz (selanjutnya ditulis Sahal) kiranya
layak untuk digagas. Bukan hanya karena idenya yang segar/

orisinal dan menantang, tetapi iuga semakin menarik jika
mengi.ngat bahwa pemikiran itu lahir dari seorang warga
nahdtiyyin dengan stereotype ala Mitsou, apalagi jika

:L Silahkan dibace Mitsuo Nakamura, "The Radikel Treditionalism
ofThe Nahdlarul Ulama in Indoncsia" dalam Soatbeast Asian Studies,1981.
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mengingat bahwa penggagasnya dalam karir organisasi
pemah menduduki jabatan tertinggi sebagai Rais Aam PBNU.

BIOGRAFI SINGKAT SAHAL MAHFUDZ

Muhammad Ahmad Sahal Mahfuda demikian nama
lengkapnya, lahir di Kajen, Margoyoso Pati Jawa tengah pada
tanggal 17 Desember 1937. Sahal selanjutnya tumbuh dan
berkembang dalam tradisi pesantren yang kuat. Ayahnya
adalah pimpinan Pondok pesantren Maslakul Huda yang
didirikan oleh kakeknya KH Abd. Salam pada tahun 1910.2

Sahal kecil pastilah beruntung lahir dan dibesarkan
dalam keluarga yang memiliki tradisi belajar yang kuat
apalagi di lingkungan sekitamya terdapat banyak pesantren
dan madrasah yang pimpinanya masih mempunyai
hubungan darah dengannya. Hal tersebut memungkinkan
baginya untuk mengakses berbagai macam pengetahuan.
Walaupun sejak usia 8 tahun ia sudah ditinggal mati
ayahnya, namun ia mendapatkan "berkah' dengan kultur
yang kondusif tersebut. Dengan dipandu dan dibimbing oleh
pamannya KH. Abdullah Salam, Sahal tumbuh dan
berkembang menjadi seorang yang cakap dalam bidang fiqtu
bahasa, dan kemasyarakatan dalam waktu yang relatif cepat
dan mudah.

S€telah menamatkan pendidikan setingkat SLTB Sahal
muda kemudian melakukan pengembaraan untuk menuntut
ilmu pengetahuan kepada sejumlah ulama yang mumpuni.
Belum merasa cukup dengan pengetahuan yang
diperolehnya, ia kemudian meneruskan belajarnya ke
Mekkah di bawah asuhan Syekh Yasin selama tiga tahun.3

2Sanusi AlI, Meagenatg Perjxangat Syekb KH. Abmail
M*amahhit rhi Masa ke Maw, cetY, (P.ri: Himpun.n Siswa Muth'liul
Falah, 1413 tI), 27.

,Manin van Bruinessca, NU : Trudisi, Relaitelai Kusa,
Pcacaian Vacana garu, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pclaiar, 1994), 296,
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Ketika usianya menginjak 29 tahun, ia kemudian
dipercaya memimpin pondok pesantren Maslakul Huda
polgarut Utara. Pada saat yang sama ia diangkat menjadi
Direktur Perguruan Islam Mathali'ul Huda menggantikan
KH l\bdullah Salam.a Lewat lembaga pesantrennya inilah,
Sahal mengartikulasikan gagasan-gagasan sosial
kemasyarakatannya. [ewat pesantren, Sahal meyakini,
perm,asalahan-permasalahan umat bisa diselesaikan. Karena
itu, seiak ia menerima estafet kepemimpinan pesantren,
upaya melakukan pembenahan-pembenahan struktural dan
wacana mulai dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar
srukhrr dan wacana pesantren yang selama ini monoton
menjadi lebih kontruktif sehingga nantinya siap menampung
dan menyerap hal baru di masyarakat dengan segala

solusinya.5 Sebagai seorang intelektual muslim, Sahal

mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-
masalah yang timbul di masyarakat. Kepakarannya di bidang
fiqh, bahasa dan kemasyarakatan, disosialisasikannya lewat
berbagai kesempatan antara lain seminar, halaqah, bahsul
masa'il atau dihadirkan dalam bentuk tulisan yang
dipubliksikan di media massa

Di lembaga keorganisasian Nahdlatul Ulama, Sahal

tercatat sebagai kader yang sangat diperhitungkan sehingga
kepad.anya sering diserahi jabatan strategis. Tercatat misalnya
Sahal pernah meniabat sebagai kaEb rcNU Pati, Rais Syuriah
NU Jawa 'Iengah, Wakil Rais Aam PBNU dan tepilih sebagai
rais Aam PBNU pada muktamar 30 Kediri dan muktamar 31

di Solo serta ketua Umum MUI Pusat.

't Pr.diafi. Dirdioeenioyo, Memclibqru Umat : Kiai Pesattren -
Kiai Ldnggar, cet l, (yohyekarta: LkiS, 1999), 7.

It S.hal M.hfu&, Nrd nsa FQh Soial, (Yogyz.kz'r.z': l*iS, 1999), 2-
289.
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KERANGKA DASAR PEMIKIRAN SAHAL

Wacana fiqh sosial yang dikembangkan Sahal tidak semata-

mata sebagai produk hukum dan pengembaraan intelektual
yang panjang, tetapi iuga merupakan perangkat metodologi
untuk mensikapi problem keumatan.

Karena fiqh lahir dari hasil ishnbd! maka dipelukan
perangkat tertentu yang mengatur pencapaian Produk-
produk fiqh yang dikenal dengan istilah ugul al-fqh (legal
theory) dan al-qawi'id al-fqhiyyah (legal maxims). Yang

pertama dipahami oleh juris muslim sebagai bangunan
prinsip dan metodologi investigatif yang dengannya aturan-
atura hukum praktis memperoleh sumber partikulamya.6
Sedangkan yang terakhir lebih bercorak pedoman
pngambilan keputusan hukum agama secara praktis, yang
menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan
diambil jika kondisi dan persyaratan yng melatarbelakangi
suatu masalah yang tadinya sudah diputuskan, temyata
mengalami perubahan.T Pembahasan berikut akan
diorientasikan untuk memohet pandangan Kiai sahal tentang
sumber hukum, ijtihdd serta kontekstualisasi fiqh.

Sumber Hukum

Sebagai seorang nahdliyyin, Sahal mengakui bahwa
sumber hukum Islam itu meliputi al-Qur'in, hadith, Iima'
dan qiyds sebagaimana diterima di kalangan imam madhhab,
meskipu di antara para imam madhhab itu sendiri tedapat
perbedaan dalam urutan dan proporsinya.s

Menurutnya, kedudukan al-Qu/in sebagai dasar
hukum utama diakui oleh seluruh umat Islam dan menjadi

a F*hat l. Zildeh, " U.ol d-fiqh' d.lam John L Esposiro, 298,, Abdurrahman Wahid, 'NU dan Iclam di Indoncsis Dc*ase ini"
d^l^n Prisrr.d, Apil1984, 31-38.

8 M Atho :Mudh*, Membaca Gelombaag li6hed: Arl,rald Tradii
daa l)boal (Yogyakarta: Titian lllahi Prers, 1998), 7,!&).
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pedoman penyelesaian masalah, bukan saja dalam hal-hal
ibadah. melainkan juga dalam masalah-masalah sosial

kemasyarakatan, karena Islam tidak membatasi fungsinya
hanya sebagai penuntun hubungan manusia dengan sang

Khalik'q.

Muatan ajaran al-Qur'iru pada dasarnya mengajak

manusia mau menghambakan diri kepada Allah serta

berakhlak mulia dalam pergaulan hidup dengan sesama

manusia maupun dengan malrluk lainnya. Dan karena itu,
jelas Sahal. al-Qur'dn adalah dasar orientasi hidup yang
memacu ke arah tumbuturya inspirasi yang direfleksikan
dalam sifat dan perilaku inhem pada eksistensinya dan
proses hidupnya sebagai manusia yang lebih muliaro.

Meskipun demikian, peraturan alQur'in terkadang

disampaikan dalam ayat yang tegas dan jelas (qa2'iy) dan
terkadang bersifat spekulatif (Tanniy). Ayat qa!'iy

diartikannya sebagai ayat yang definitif dan hanya

mempunyai safu makna serta tidak menerima interpretasi

lain. Peraturan dalam masalah keimanan, kewarisan dan

penjatuhan hukuman, semuanya bersifat definitif,
keabsahannya tidak boleh diperselisihkan, setiap orang wajib
mengikutinya dan secara mendasar tidak terbuka untuk
diijtihidkanr r.

Sementara peraturan yag bersifat dzaruri, lanjut Sahal,

terbuka bagi interpetasi dan ijtihad. Interpetasi yang baik

adalah yang diperoleh dari alQur'in itu sendiri, yaitu
denga,n melihat alQur'an sebagai suatu keseluruhan dan

e Sahal Mehfudb, sPmponi Iime' dln Qiydr ecbegei Drrer
Hukum', ddam Srard l{q(bkn,l5 Olttobat 1991,1.

loSahd Mehfudz, Konecpai A.l Qur'rn rcntang Pcmb.ngunan d.n
Korcleeinye dengrn Ere Tinggel Lendes', dda;ln Ritdang, No 6 Tahuo
XVI, J.nD..i 1991, 34

u lbid.

64
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menemukan elaborasi yang diPerlukan di bagian yang lain

dalam konteks yang sama atau bahkan berbedal2.

Tentang kedudukan ladith, menurut Sahal adalah

sebagai sumber pelengkap al-Qur'An yang lain dalam

mengelaborasi peraturan-peraturannya. Ketika interpretasi

yang penting dapat ditemukan dalam hadith qahih, ia

menjadi bagian integral dari al-Qur'An, dan keduanya

mempunyai kekuatan huijahrr.

Sebagai sumber shari'ah, hadith menetapkan

peaturannya dalam tiga bentuk, yakni pertama ia sekedar

menyebutkan kembali dan menguatkan satu Peraturan yang

berasal dari al-Qur'in. Kedua, hadith berupa penjelasan atau

klarifikasi atas keterangan al-Qur'in; ia mungkin
menjelaskan sifat mujmal (ambivalen) al-Qur'An, menerang
kan ayat-ayat yang mutlak. Ketiga, hadith dapat berupa
peratuan-peraturan yang tidak disebutkan al-Qur'dnra.

Terhadap kategorisasi hadith menjadi 9al1i\ fuesan, d.an

la'if, dalam pandangan Sahal ketiganya mempunyai
kegunaan dalam upaya menggali hukum. Pandangan

sementara kalangan yang menganggap hadith la'if ndak
layak untuk dijadikan landasan, menurut Sahal, walaupun
hal itu dapat dibenarkan, akan tetapi hadith la'r/ masih bisa

digunakan lul:r,t* fal6'il al-a'mdl sebagai sumber motivasi atau

dorongan untuk melakukan ibadahls.

D Ibid.
u Sahal Mahfudz, " Proporsi Ijma", 7
ra Ibid,, pandangan ini selaras dengan misaloya 'Abd Wahhib

,ntallal, Ilm Usil al.fqb, (Kaito: Dir al-Quwaitiyah, 1968), 39. dan Mugafn
al-Siba\, Al-Srnnah ua Makina*bA fi al-Tashi' al Islimi, (tp: Dar al-
Qaumiyah li al-Iibe'ah u/a al-Na!r, 1949)1 379.

tr Ibid., Ulama yang mempunyai pandangan serupa misalnya
Mulammad 'Aijei Khalib, dl-Snndb Qabl al Tadatx, (Kairo: Maktabah
Wahbah, 1963), 351. dan !ub[i al-gali\, 'Ulim dl-$aditb oa Masltldfub
(Beirut Dir al 'Ilm li al-Mahln, 1975),210-211.
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'Ientang kedudukan ijmd', Sahal memandang harus
dipahami sebagai bagian dari proses penetapan hukum yang
tidak bisa berdiri sendiri dan lepas dari al-Qur'An dan hadith
sebagai sumber utama. Ia juga membagi ijrrr?' menjadi dua,
yakni ifma' sarih dan ijma' sukuti. Kedudukannya sebagai

dasar hukum, adalah absah berdasarkan ketentuan alQur'dn
dan ladlthr6.

,{dapun kedudukan qifs. menempati posisi yang iuga
legitinrate, sebagaimana ijmd. Dasarnya juga jelas dalam al-

Qur'irr. Sehingga ia dipandang sebagai salah satu sumber
hukum. Meskipun demikian, Sahal menggariskan bahwa
untuk diterimanya penggalian hukum lewat giyris, maka

aplikasinya .iiyris tidak boleh dilepaskan dari berbagai macam

persyaratan yang mudak harus dipenufu.
Salah satu syarat tersebut adalah masalah yang

digunakan sebagai rujukan perbandingan telah ditentukan
hukumannya dengan jelas lqatiy), tidak terbuka
kemungkinan lain berdasar nash yang berlaku untuk masalah

tersebut, seperti hukum haram untuk minuman arak yang

diqiydskan dengan khamarlT sebagaimana yang disebu&an

dalam al-MA'idah (50): 90.

ritihad

Dalam pandangan sahal, ijtihAd dalam tradisi fiqh
merup,akan terminologi yang berjenjang, karena itu jenisnya

pun dibedakan. Ada yang digolongkan ijtihhd mutlak, dan

ada ptda yang disebut ijtihdd muq ayyad atar mundsib.

Sebagai kebutuhan dasar, ijtihAd menurut Sahal, bukan

saja baru terladi ketika Nabi wafaf tetapi bahkan telah te{adi

r6lbid., Kererangan lebih rinci tertang ienis-ienis Iimi' lihar
\Fahbah al-Zuhayli, al-Wasi1fi al-U9il al-Fiqb al.klimi, (Damaskus: Dlr
al-Kirab, 197t), 43-45.

tr Sahd Mahfu&, 'Proporsi Iimr", 9
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ketika beliau masih hidup. Hal itu tersirat dari sambutan

simpati Nabi kepada Mu'idh atas keinginannya untuk
melakukan iitih,id terhadap masalah-masalah yang ketentuan

hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qu/dn dan Hadithrs.

Dengan mengutip Jalal al-Din al Suytti dalam kitabnya al-

raLld 'ald nnn afsad f al-'ar{ Sahal berkesimpulan bahwa pada

setiap asr (periode), harus ada seorang atau beberapa orang

yang mampu berperan sebagai mujtahid.
Untuk melakukan ijtihad, menurutnya, diperlukan

keberanian, yang secara obyektif didukung oleh kapasitas

dan kualifikasi yang memadai. Di samping harus memenuhi

syarat formal, seorang mujthid seharusnya adalah seoang

yang peduli dengan kemaslahatan masyarakat. Bahkan tegas

Sahal, secara implisit sebenamya di dalam syarat-syarat
formal dan mekanisme penggalian hukum, telah terekam
baik. Sebagai buktinya, ia mengajukan agumen dengan
ad,anya qatul qadim al-Shdfi'i ketika di Baghdad dan qautl jadid
ketika telah pindah ke Mesir, padahal ayat-ayat dan hadith
yang dijadikannya sebagai landasur,, sama'0.

Kecuali ketentuan yang harus dipenuhi dalam dirinya,
muitahid iuga harus tahu akan ruang gerak ijtihidnya,
sehingga ia tidak keluar dari batas kewenangannya. Dalam
hal ini, Sahal berpandangan bahwa hanya masalah-masalah
yang ketentuannya bersifat pnniy sajalah yang menjadi
wewenang dan wilayah mujahid.

Meskipun demikian, seorang mujahid dengan
kualifikasi seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak
mungkin lrp muncul. Dengan demikian, tidak
dimungkinkan lagi adanya ijfi:6Ld, fardt (ijtihad individual).
Akan tetapi ijtihdd tetap bisa dilakukan dengan ijtihAd jama'iy

ro Sahal Mahfu&, Nnansa Fiqb Sosial, lVogyakarta: LkiS, 194), ,10
D Ibid., 45,
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(ijtihed kolektif) yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin
ilmu tertentu yang saling berbeda untuk kemudian
menetapkan ijtihid dalarn suatu atau beberapa perkara. Pola

yang digunakan pun bisa dilakukan dengan ijtihid f al-

rradhftab maupun dengan iitihid fatwa2o.

Kontekstualisasi Fiqh

Menurut Sahal, Islam dalam bentuk yang paling dasar

mengikat anggotanya dalam seperangkat aturan shari'ah
yang secara praktis dikenal dengan fiqh.

Dalam konteks sosial yang ada, ajaran syariat yang

tertuang dalam fiqh, sering terlihat tidak searah dengan

bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Hal itu disebabkan

oleh pandangan fiqh yang terlalu formalistik. Kaena itu
sesuai dengan watak dan proses ijtihadnya, maka perubahan

cara F,andang terhadap fiqh sehingga meniadi lebih realistis

dan dinamis, sangat dimungkinkan dan diperlukan. Dengan

demikian, fiqh dapat dioptimalkan dan diaktualisasikan

sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan sosial yang

terus berkembang. Kalau itu tidak dilakukan, maka

kemungkinan nantinya fiqh hanya akan menjadi ruiukan
dalam aspek ubudiyah saja atau tinggal dikenang sebagai

peninggalan seiarah2 
r.

[Jntuk maksud tersebut, Sahal mengajukan bebagai

alternatif, misalnya dengan cara tarjilj ilfuiq al-masd'il bi

naz=i'iflt6, muqiranah ataupun melalui kaidah-kaidah dalam

ugul al-fqh maupun al-qrwf id al-fqhiyyah. Dalam hubungan

ini perlu dicatat bahwasannya Sahal kurang sepakat dengan

istilah pembaharuan fiqh, karena menurukrya istilah itu

:, Ibid., 46-iE. Kriteria idcal muitahid lihar Vahbz'h al Znhzyli, al-
wathtq fi al-U$l,4e3.

:t Sahal Mehfudz, ( Aktualieasi Fiqh dalam E.a Tmasformasi
Sosiaf", delam Srletdl Fibdb,lrKllalJornbang, 14 April 1996, 5.
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kurang tepat. Dalam kenyataanya menurutnya kaidah-kaidah

dalam uq0l al-fiqh maupun al-qaurd'id al'fqhiyyah srba$
perangkat menggali fiqh sampai saat ini tetaP relevan dan

tidak perlu digantibarangkali istilah yang tepat adalah

mengembangkan fiqh melalui kaidah-kaidah tersebut,

menuju fiqh yang kontekstualz. Boleh jadi karena alasan ini
pula, sehingga kemudian gagasatrnya tentang pengembangan

fiqh dinamakan fiqh sosial.

Terlepas dari ada atau tidaknya muatan-muatan politis
dibalik gagasan fiqh sosial, yang ielas dalam komunitas NU

seiak 1984 menunjukkan geiala perubahan dalam

memandang fiqh. Dengan dipelopori Sahal dan beberapa

kader muda berbakat, segala realitas sosial mulai digugat.
Sejumalah persoalan kekinian yang menyangkut aspek-aspek

kemanusiaan dibahas dengan berpegang pada kaedah"
mempertahankan milik lama yang bagus dan mengambil
sesuatu yang baru yang lebih bagus". Konsep ini kemudian
dipandang Nurcholis Madjid sebagai " taqlid yang kritis dan
kreatif'.2

Munculnya pergeseran dalam memandang fiqh, yakni
dari fiqh sebagai paradigma kebernran orodoksi menuju
paradigma pemaknaan sosial, tidak telepas dad berbagai
diskusi dan halaqah. Jika yang pertama menundukkan
realitas pada kebenaran fiqh serta berwatak hitam putih
dalam mensikapi realitas, maka yang kedua menggunakan
fiqh sebagai counter discourse seta memperlihatkan wataknya
yang bemuansa. Fiqh sebagai paradigma pemaknaan sosial
ini memiliki lima ciri yang menonjol yakni, (1) interpretasi
teks-teks fiqh secara kontekstual, (2) perubahan pola

2 Sehal Mahfu&, Ntzasa Fiqb Sosial,49.
rr Nurcholis M^diid. Ahtulitdti Ajaran dabm Isltm Indorcsia

Meattap Masa DepaL O.kart : PJM, 19$), 63.
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bermardhlnb, dari madhhab qaarli (tekstual) ke madzhab
manhaji (kontekstual), (3) verifikasi mendasar mana ajaran
yang pokok (ugul) dan maru yang cabag (fum'), (4) fiqh
dihad.irkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif
negara dan (5) pengenalan metodologis pemikiran filosofis
teruta:ma dalam masalah budaya dan sosial.za.

JFiqh sosial dalam kenyataannya telah membawa
konselkuensi yang bersifat sosiologis, yakni membongkar
kaum feodalis-konservatif ynag telah memitoskan teks atas

nama otoritas mutlak. Dengan wacana fiqh sosial yang
menjadikan manusia sebagai pusat , telah membuka peluang
demol<ratisasi dalam melakukan penafsiran atas teks-teks

fiqh selama ini dibekukan dan dibakukan. Dengan

menja,likan antroposenkisme sebagai watak, fiqh sosial telah

membuka peluang pluralisme tafsir. Dalam konteks

plural:isme itulah hegemoni tafsir diruntuhkan dan teras

menja,Ci hidup kembali. Dengirn runtuhnya hegemoni itu,
runtuh pula feodalisme teks pada agama, negara dan ideologi

yang menjadi awal mula kebekuan berfikir selama ini. Itulah
sumb:Lngan berharga fiqh sosial terlepas dari motif apa yang

melatarbelakangi munculnya wacana itu.

SAHATL DAN BEBERAPA APLIKASI PEMIKIRANNYA

Untuk. lebih memahami alur pemikiran hukum Sahal, berikut
ini alkan penulis kemukakan secara singkat beberapa

pemikiran hukum yang merupakan produk ijtihidnya,
teruta:ma mengenai masalah zakat dan mekanisme

pengelolaannya serta sentralisasi lokasi prostitusi.
lPandangannya tentang zakat dan mekanisme

pengelolaannya, terasa menarik. Sahal menentang corak legal

uH.irus s.lim d.t! Nuruddio Amin (Pcny) ( Iitihed dalah
Tin&ka*?i.l|d.m S.h.l M.hfudz, Nra^rd Fiqb Sosidl, viii.



Huda, Kontekstualisasi... 77

formal dalam memahami makna zakat selama ini. Dalam

pandangannya, zakat merupakan institusi untuk mencapai

keadilan dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi

modal pada sekelompok kecil masyarakat. Menurut Sahal,

zakat merupakan salah satu cara untuk mempersempit jurang

perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak
terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkna
chaos serta mengganggu keharmonisan masyarakat2s.

Rumusan ini tentu berbeda dengan persepsi umum umat
Islam yang menganggap zakat tidak lebih sebagai media
pemenuhan kesalehan individu yang bersifat eskatologis

semata, ketimbang perwuiudan solidaritas sosial yang lebih
mendasar.

Pendapatnya itu ternyata tidak hanya bersifat teoritik.
Melalui Badan Pengembangan Pesantren dan masyarakat
(BPPM), Sahal telah melakukan banyak hal berkaitan dengan
pengentasan masalah kemiskinan yang salah satu

diantaranya adalah program pemanfaatan dana zakat untuk
kegiatan produktif. Berkaitan dengan ini, menarik
memperhatikan cara pengelolaan zakat (termasuk infak dan
sodaqah) yang dilakukannya. Pertama kali, Sahal
menginventarisasi atau mensensus ekonomi umat Islam
untuk mengidentifikasi kelompok mampu (aghnii') dan
kelompok tidak mampu (tlu'afi'). Dalam operasionalnya,
Sahal melibatkan para ahli di bidang penelitian26.

Dalam konteks inilah, tampak sekali bahwa Sahal
berbeda pandangan dengan imam madhhabnya, al-Shifi'i.z

25Sasongko Tedjo (Petyl, Dialog Dengan KH, MA Sabal mabfudz:
Telaab Fiqb Sosial (sem..eng: Yayasan keryarzn Suara Mcrdek , 1997), 39-
,10.

,6Ibid.
,Salyid Sabiq, Fiqb al-Stttxzb, oor. 3 (Bcirur Der d Fikr, 1982),

D5-46.
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Bahkzm kemudian Sahal mengkritiknya dengan menganggap
bahwa cara-cara yang ditawarkan al-Shdf i itu tidak praktis
dan kurang berdaya guna. Menurutnya, pembagian hasil
zakat yang apa adanya dapat menimbulkan efek kurang baik
buat rakyat miskin itu sendiri misalnya kecenderungan untuk
selalu bergantung kepada orang kaya.2E

Di samping model basic need approach seperti di atas,

Sahal juga melembagakan dana zakat yang terkumpul tidak
langsung dibagikan dalam bentuk uang, tetapi diatur
sedemikian rupa sehingga melalui mekanisme yang
menurutnya masih tetap dalam koridor fiqh. Dalam hal ini,
mustahiq iberikan zakat dalam bentuk uang tetapi kemudian

ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan

pengumpulan modal. Dengan cara ini mereka dapat

menciptakan p€ke{aan dengan model yang dikumpulkan
dari zakat2e.

,\pa yang diajukan Sahal merupakan sebuah inovasi

yang luar biasa. Apalagi diaiukan ditengah anggapan publik
yang memandan8 zakat tidak lebih sebagai ibadah yang

bersifat eskatologis belaka dan sarana untuk memenuhi

kesalehan individuro.
Zakat yang oleh umat lslam dipedomani secara apa

adanya sebagaimana tertuang dalam teks-teks fiqh, oleh

Sahal dirombak dengan meggunakan pendekatan baru yang

lebih realistis, apalagi tetap dalam koridor hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan apa yang disinyalir oleh Muslim

Abdurrahman yang menyebut bahwa "sebuah penafsiran

wahyrr tanpa dasar realitas akan lebih merupakan kerja

23lihat tulisan Sahal Mahlir& rcnteng ' Dakweh dan Pembcrdayaao
Rakyar, ' Dakq/ah untuk Kaum Dhuafa", " Agenda Moral bagi Bagi
Gerakan ekonomi Islam" , dalam Nnaasa Fiqb Sosihl,1O1,123' 161.

2elbid.
iolbid., 120-121.
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intelektual yang menggairahkan bagi kaum teolog

profesional daripada mencari pemecahan teologis (theological

solufion) terhadap masalah umat yang mendesak",3r maka

apa yang dilakukan oleh Sahal adalah dalam rangka mencari
"pemecahan teologis" seperti yang dimaksudkan

Abdurrahman itu dengan berpegang kepada kaedah " al-huknt

yadir ma'a al-'illat wttjitlan wa 'adaman" . Maksudnya hukum
tidak boleh berhenti, stagnan pada satu kurun dan waktu
tertenfu, ia harus berubah sesuai dengan ruang dan waktu
tertentu pula.

Jika dikaji secara lebih mendalam, maka apa yang
digagas oleh Sahal dengan ajakannya untuk meningkatkan
taraf hidup sesama muslim itu, adalah sesuatu yang
argumentatif. Sebab diantara misi terpenting Islam, atau
meminiam istilah Rahman- d,alam Major Tlcmes of Alquran,

adalah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi
dan memuliakan kelompok dhu'aJa' atau nrustaf'afn (orang
yang lemah atau yang dilemahkan;yang menderita atau
dibuat menderita).12

Dalam penjabarannya, umat Islam kini sering
mereduksi makna dan misi agamanya. Ibadah misalnya,
selama ini cenderung dipahami secara keliru dengan
membatasinya pada aspek-aspek yang bemuansa ritual
belaka. Karena itu, dalam kenyataannya banyak umat Islam
yang disibukkan dengan urusan ibo,dah mahlah kemudian
mengabaikan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan dan
kesulitan hidup yang diderita saudaranya. Betapa banyak
orang kaya Islam yang dengan khuqm' meratakan dahinya di

3r Moeslim Abdurrahman, Islam Trunsformatif (Jakana: Pustaka
Firdeus, 1D5), 17.

rz Fezlur Rahman, Major Tbcma of Tbe Q*bl (Minneapolis-
Chicago: Bibliorcce Isleoica, 1980), 2.
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atas $aiadah, sementara di sekitarnya tubuh-tubuh layu

digerogoti penyakit dan kekurangan gizi. Atau betapa

mudahnya jutaan bahkan milyaran uang dihabiskan untuk
upacara-upacara keagamaan, di saat ribuan anak tidak dapat

melanlutkan sekolah, disaat ribuan orang tua masih harus

menanggunS beban mencari sesuap nasi, disaat ribua orang

sakit menggelepar menunggu maut karena tidak dapat
membayar biaya rumah sakit, dan bahkan di saat ribuan
umat Islam terpaksa menjual iman dan keyakinarurya kepada

tangan-tangan kaum lain yang "penuh kasih".

Untuk konteks sekarang, kiranya fenomena seperti itu
masih banyak duiumpai di negeri yang mayoritas

penghuninya beragama Islam. [-alu dimana peran agama

dalam hal ini? Padahal Islam selama ini diyakini dan diklaim
sebagai agama dengan misi pemberdayaan. Dalam konteks

seperti inilah, seharusnya gagasan Sahal itu diapresiasi.

Untuk melengkapi pemahaman, maka berikut penulis
kemukakan pandangan Sahal mengenai penanganan masalah

sentralisasi lokasi prostitusi.

Masalah pelacuran/prostitusi atau industri seks

merupakan persoalan krusial sekaligus dilematis. Di satu sisi,

pelacuran menjadi standar moralitas seseorang (dan bangsa),

tapi di pihak lain ia memberi kontribusi yang besar pada

negara. Adanya benang ruuret antara industri seks dengan

kekuasaan (politik dan ekonomi) itu menyebabkan upaya

penghapusan pelacuran seringkali mengalami hambatan

serius.33

.Hambatan itu tidak hanya datang dari kekuasaan

politik (y".9 memang memiliki kepentingan untuk
melestarikannya), tapi juga dari watak dan tabiat manusia itu

.irlih.t ul...rr Then Dam Troung, Set, Money and, Morality, tci.
Adc Arrnendo, Qakena: LP3ES, 1992), 33
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rs€brg.im.n. dikurip Sumanto .t Qurruby dalem bukunya Xlf 114,4

Sabal Maftdz: Era Bart Fiqb ladoaaia (Yogyakana: Cermin, 1999), 101-
ItL

sendiri yang telah menjadikan prostitusi seolah-olah sebagai

bagian dari hidup mereka.

Berkaitan dengan masalah pelacuran ini, Sahal

mengatakan :

"Apabila p€lacuran dipandang sebagai sebuah dosa,

maka perluasan industri seks baik melalui turisme seks

atau lairurya harus pula dipandang sebagai refleksi

kegagalan untuk memp€rtahankan tindakan moral
yang ideal. Sebab apalah artinya "membenci dosa" tapi
mencintai "pelaku dosa". Dengan kata lain, apalah

artinya melarang pelacuran jika merehabilitasi pelaku
pelacuran. Dengan demikian, penanganan industri seks

harus dilihat dari berbagai aspek dan perlu melibatkan
banyak pihak. Hal ini dikarenakan yang turut
melestarikan pelacuran tidak hanya semata-mata kaum
perempuan sebagaimana yang dipersepsikan selama

ini, tetapi juga kaum laki-laki, masyaraka! penguasa

dan bahkan ulama sendiri".s

Menurut Sahal, ada dua cara terbaik dalam
menanggulangi prostitusi. Pertama, melalui sentralisasi lokasi
pelacuran, dan kedua melalui pendekatan kausatif-sosiologis.
Pendekatan pertama, dilakukan dengan cara melokalisasi
pelacuran dari suatu tempat yang jauh dari kontak
penduduk. Upaya itu dimaksudkannya setagai kompromi
dari dua arus pemikiran, yakni kelompok yang tetap
menghendaki prostitusi seperti apa adanya dan kubu bersih
keras menghapus pelacuran. Dalam pandangan Sahal, kedua
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kubu ini sama-sama memiliki kelemahan dan berpeluang
menimbulkan kez radlaratan35 .

Pola pikir yang pertama terkesan merestui lembaga

kemaksiaatan dan prostitusi, padahal dalam kaedah usul fiqh
terdapat kaedah a/ idi' bi al-shay' ila bi nfi yataurallad minh.

Berdiam diri dari pelacuran berarti merelakan berbagai ekses

negatif yang ditimbulkannya. Demikian pula pola pikir yang
kedua, temyata juga tidak serta merta dapat menyelesaikan
masalah, dan bahkan justru sebaliknya menambah

permasalahan baru. Sebab dengan ditutupnya "saluran resmi

seks" akan menimbulkan apa yang disebut "seks liar" yang
justru akan menimbulkan nrtrdlmral yang lebih besar.

Solusi yang ditawarkan Sahal, yakni sentralisasi adalah

dalam rangka meminimalisasi ntud.harat pelacuran.

Pendapahrya itu didasarkan pada kaedah " irtikib akhaff nl-

farararln toijib" , yang&rarti mengambil sikap yang resikonya

paling kecil dari dua macam bahaya adalah wajib. Cara ini

irga dimaksudkan untuk mencegah atau minimal
mengurangi eskalasi laki-laki hidung belang yang gemar ke

lokalisasi36.

Cara kedua yang ditawarkan Sahal dalam
menanggulangi prostitusi adalah melalui pendekatan

kausatif-sosiologis. Sahal menyebut cara ini sebagai

"keyword" mengatasi prostitusi. Cara itu ditempuh untuk
mengetahui sebab dan latar belakang para pelaku pelacuran.

Konsekuensinya, jika pelacuran disebabkan kemiskinan,

maka diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang tepat guna

dan tepat sasaran. ]ika akar persoalannya karena minimnya
pengetahuan agama, maka diperlukan upaya penanaman

5t lbid.
,r Ibid., t03-105-
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etika dan moralitas yang dilandasi semangat keagamaan.

Prinsipnya ini didasarkan pada k aidah "sadti al-dttai'ah" 31 
.

Pemilahan wacana yang dilakukan Sahal di atas, adalah

dalam rangka mencari kontekstualisasi kata "gdlih" dan

relevansi kata "aqla\" yang tertuang dalam kaedah "al-

nufuifalah ali al-qadim al-2hliltr ua al-akhLlh bi al-ja,ltLl al-agIaf;," .

Parameter yang dipakai Sahal dalam mengukur mana yang
"gilih" (dengan begitu harus dijaga dari kepunahan) dan
mana yang "aqlah" (karena itu harus dimanfatkan), adalah
dengan menggunakan rumusan teoritik Ahl al-Sunnah ua al-

lnnn'ah, yalt:t toleransi (tasimil1), moderat (talloassut\,

seimbang (tautiztrn) dan adil (nl-'adnhh). Empat pilar itulah
yang selama ini diladikan patokan oleh kelompok Sururi

untuk mencari jawaban atas tantangan perennial tentang
masalah kemodernan dan keotentikan antara doktrin dan
tradisi, antara wahyu dan rasio, antara teks dan akal, dan
seterusnya.

PENI.]'TUP

Tulisan ini pada dasarnya hanya memotret sebagian kecil
dari pemikiran hukum Sahal. Karena itu, ia tidak refresentatif
untuk diklaim dapat dianggap mewakili pemikiran hukum
Sahal yang begitu luas.

Dengan mengkaji pemikiran-pemikiran hukum Sahal,

maka tampaklah adanya satu benang merah yang berujung
pada satu titik. Yakni bahwa fiqh hanya efektif dan
menemukan relevansinya di dunia modern, jika telah
dimodifikasi dan dirasionalisasi sedemikian rupa secara

bertanggung jawab. Dalam rangka pembaruan semacam itu,
maka konsep-konsep seperti ijdhad dan maslahah perlu

17 lbid.
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digali kembali. Dalam konteks inilatu maka fiqh harus
ditampilkan sebagai etika sosial.

Pemikiran Sahal tentang pentingnya sistem pesantren
beserta budaya-budaya NU seperti tahlilan, istighozah,
ziarah, barzanii, dan lainJain, yang olehnya dianggap sebagai

bagian dari kekuatan Islam hadisional, dapat dipandang
sebagai perjuangan Sahal untuk mempertahankan tradisi dan
kultur masyarakat Islam tradisional yang menurutnya,
merupakan "prasyarat" sebuah pembaruan.

Seiring dengan pembelaannya terhadap tradisi dan
kultur lokal, Sahal juga respek terhadap arus pemikiran yang
berkembang di masyarakat, baik yang berkaitan dengan

ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hukum dan kebudayan.

Meski begitu, Sahal tidak mau larut dalam mainstream yang

berkembang secara buta dan taken for grantetl. Sahal tetap
mengkritik segala produk modernitas yang tidak sesuai

dengan spirit Islam dan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya

produk modernitas yang sesuai yang mempunyai implikasi
positif bagi masyarakat, diterimanya bahkan Beliau turut
memperiuangkannya. Boleh jadi karena kecenderungarurya

yang seperti itu, sehingga sebagian kalangan menyebutnya

sebagai ulama posFtradisionalis.
Terlepas dari benar tidaknya semua penilaian itu, apa

yang ,Jilakukan oleh Sahal, baik yang menyangkut perilaku
sosial maupun keria intelektualnya. Tidak lain adalah bagian

dari ijtihad Beliau yang kemungkinan benar, tapi iuga
mengandung kemungkinan salah. Tapi bukankah tidak ada

kebenaran abadi dalam dunia yang profan? Yang dapat
dilakukan manusia hanyalah berusaha dengan melihat
pengalaman sejarah masa silam, sehingga kita tidak mewarisi
kegagirlan ideologi lama. Dan bukankah kegagalan ideologi
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lama disebabkan atas narasi besar bahwa ideologi tunggal

dapat menyelesaikan semua persoalan.
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